
BUPATIKOLAKAUTARA
PROVINSI SULAWESITENGGARA

PERATURANBUPATI KOLAKAUTARA
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIANKEWENANGANBUPATI
DALAMEVALUASIRANCANGANPERATURANDESA

TENTANGANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DESA
KEPADACAMAT

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI KOLAKAUTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien dalam
pembangunan di Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
ten tang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu
mendelegasikan wewenang Bupati dalam mengevaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Perubahan kepada Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa kepada Camat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rupublik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemhentukan Peraturan Perundang- Undangan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambagan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan
menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 ten tang
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Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik: Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 ten tang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN
RANCANGAN

BUPATI DALAM
PERATURAN DESA

EVALUASI
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KEPADA CAMAT

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten Kolaka Utara dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten
Kolaka Utara.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan
tugas umum Pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, danj atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah
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lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

10.Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKDadalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
Desa.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.

12. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut
APBDesaadalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
PELAKSANAANDAN PENARIKANDELEGASI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal2

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan
Peraturan Desa ten tang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa
ten tang APBDesa Perubahan kepada Camat.

Pasal3
(1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang
telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat
sebagai penerima tugas delegasi.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
Perubahan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa ten tang APBDesa dan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa
tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Desa ten tang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa ten tang
APBDesa Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa
melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
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terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Kepala Desa menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan menjadi Peraturan
Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa
kepada Bupati.

(6) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan
Rancangan Peraturan Desa ten tang APBDesa Perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui
Keputusan Camat.

(7) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas
delegasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal4

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan
Rancangan Peraturan Desa ten tang APBDesa Perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pasal5

(1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian dalam evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan
Peraturan Desa ten tang APBDesa Perubahan kepada Camat.

(2) Penarikan kembali pendelegasian sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BABIlI
PEMBIAYAAN

Pasal6

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa Perubahan kepada Camat dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
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BABIV
PEMBINAANDANPENGENDALIAN

Pasal 7
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap

pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada
Carnat.

(2) Dalarn melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABV

KETENTUANPENUTUP
Pasal8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah
Kabupaten Kolaka Utara.

NO UNITiSATUAN KERJA F

1 :Sti~A

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 9 ~~ '20 l1
BUPATIKOLAKAUTARA,

rrtlM.--

PARAF KOORDINASI

4 eA6·
H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua

pada tanggal, \0 ~a.YUJ.Qn- 7..02.0
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

q~
BERITADAERAH KABUPATENKOLAKAUTARATAHUN 20W NOMOR .l./
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